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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) SR
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ‘tentang Pemenntahanﬂ’jf‘ B
" Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor
125, Tambahan Lembaran Nc.gara Republik Indonesia Nomor 4437) s
sebagalmana telah * diubah beberapa - kali - terakhir. - ‘dengan-
- ~Undang-Undang’ Nomor 12'Tahun 2008 tentang Perubahan kedua S
- " atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 59, Tambahan
~ Lembaran Negara = Republik - Indonesia - Nomor’ 4844) Dewan &
GRS Perwakllan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bengkalls telah
- menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
~ .Pendapatan dan Belanja Daerah' (ABPD) Tahun Anggaran 2012
. sesuai- dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/11/12012
~_tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah' Kabupaten Bengkalis
“tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja ‘Daerah Tahun
“-Anggaran 2012; o ~ e

b. bahwa penyempurnaan sebagalmana dlmdksud pada huruf a,
_ -~ dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan -
. ‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak: bertentangan dengan
: ,kepentlngan umum dan peraturan perundang undangan yang Ieblh
tlnggl TS NN = s TR
c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam e
~huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah. tentang
Anggaran Pendapatan dan’ Belanja Daerah Kabupaten Bengkalls
‘Tahun Anggaran 2012; - o

ngingat - : 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

R - Daerah Otonom - Kabupaten - dalam - Lingkungan Daerah * Propinsi
Sumatera- Tengah (Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun
~ 1856 Nomor 25), : : o : ‘

S 7v2f‘_undang Umdang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum| dan'
" Bangunan (Lembaran Negara - Republik - Indonesia - Tahun 1985 o
+Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3312), sebaﬂalmanq I‘ilﬂn diubah -dengan Unﬂél‘ng Undang Nomior ,
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 -

= ~Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 8
- 3569) ‘ ; :
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

‘4. Undang-Undang “Nomior 1. 4Tah'un _2004"té‘ntang Perbendaharaan -

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2094 Nomor 5,

, Tambahan'l_embaran Negar‘_’afRepUblik lndonesia:Non"rar_4355);"'
' 5. Undang-Undang Nomor = 15 Tahin 2004 tentang Pemeriksaan
‘ Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); B

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional -(Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 4421);

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah :diubah - beberapa kali- -terakhir . dengan -
©"Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
- Atas Undang-undang.Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

, N 59, ,Tarrib”ahan Lembaran Neg'ara Republik Indko‘ne'rsvi'a Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
~ (Lembaran ‘Negara Republik Indcnesia Tahan 12004 Nomor 126,
‘Tambahan Lembaranl Negara_ Republik mdonesia Nomor .4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

4438);

Peraturan = Perundang-undangan ,‘(l;en‘lbgran ‘Negara = Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); oo _, |
- 11.Peraturan ‘Pemerintah - Nomor 24 Tahun '2004 tentang Kedudukan °

-~ Rakyat ,Daeral'l[(Lembar‘an',Nega’ra Repulik Indonesia Tahun 2004 -
- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomior

- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
- dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat - -
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoi
+94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); -

- Keuangan Badan Layanan ‘Umum' (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2005 Nomor-48,:T ambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomqr’4502}i S e

]
-

3 Uyndangv—'Undah”g me_Or‘.17'T‘éhun' '2603 tentang Keuangan Négara"f ;
~ (Lembaran Negara Republik “Indonesia Tahun 2003 . Nomor 47, .

Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republk

7. 'Undang-Undang Momior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan e
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor . -

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeriniahan Daerah .

Retribusi Daerah (Lembaran Negara _Républik,lnddnesia Tahun'2009
- .Nomor 139, Tambahan Lemba‘re:m; Negara Republik Indonesia Nomor '

- 1Q.U|)dang?Undéng' Nomor ‘12  Z“Feili{tjrif'-20'11i tehtang Pembentukan_ B

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

'4416) sebagaimana telah diubal; dengan Peraturan Pemerintah"'_:
Nomor. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

e 12, Peraturan’ Pemerintah ‘Nomor 23 T ahtin 2005 tentang Pengelolaan



13 Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

~ Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Ncgara Republlk Indonesna
~ Nomor 4503) : :

114 Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang ijaman‘ '

Daerah (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4575);

- 15.Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran -Negara. Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor -
- 4575); : 5

~16. Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem -
“Informasi’ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
- Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndoneSIa Nomor 4576) '

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneSIa Nomor 4577);

"18.Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. -
Keuangan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun -

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia = -

Nomor 4578)

19.Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran -
 Negara Republik Indonesia’ Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan”
Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4585) '

20. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 ‘Tahun 2005 tentang Pedoman |

"-Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Taliun 2005 Nomor -
165, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4593)

. .21 Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan’ Kinerja Instansi 'Pemerintah. (Lémbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 ‘Nomor 140, Tambahan Lembaran ’
-Negara Republlk Indonesia Nomor 4578)

B ?22 Peraturan- Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan

B Urusan Pemerintahan antara - Pemerintah, Pemerintahan Daerah
- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia 4737)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls l'ahun 2008
“ Nomor 07); -

24. Peraturgn Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009
tentang - Pokok-Pokok - Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
- Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)



- .Dengan Persetijuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGIKALIS
| , dan
k ,BUP'AT‘I‘ BENGKALIS

MEMUTUSKAN

etapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
-+ BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah
’sebagal berlkut

I B Pendapatan Daerah ' S Rp. 2;456.916.500 500 00
2 Belanja Daerah e s oo Rp.-3.736.615.888.422,44

' ' _“'S}irplus/(DefiSit ; 'Rp‘.(1.279.699.387.922 44)
3 Pemblayaan Daerah ;
.ooa Penerlmaan / Rp 1604 573. 676 693 44

b. Pengeluaran Rp. 324.874.288. 771 00

Pemblayaan Netto Rp. 1 279 699 387. 922 44

e Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran Tahun “Rp. - .. 0,00
berkenaan P

PaSal 2

(1) Pendapatan Daerah sebugalmana dimaksud pada pasal 1 terdiri dan
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 206 738.615.500, 00
~b. Dana Perlmbangan sejumlah Rp. 2. 216. 177 885 000,00 -
~c. Lain-lain pendapatan - daerah yang  sah sejumlah

i\ 24.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a,
- terdiri dari j Jenls pendapatan

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 35 700 000 000 00
b, Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12. 905.615. bOO 00

C. HaSII pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan sejum|ah
- Rp. 30.800.000.000,00

| d. Lain-lain ) Pendapatan vAinv Da’erah', yang sah sejumlah'
b Rp 127 338. 000 000 00

(3) Dana penmbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, terdlrl
. dari jenls pendapatan :
‘a. ‘Dana bagi hasil sejumlah Rp 2 090 535 000 ()00 00
b Dana alokasi’ umum sejumlah Rp. 84 768 62'3 000 ,00

e Dana alokaSI khusus sejurnlah Rp 40 874. 260 OOO ()0
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(4) Laln Ialn pendapatan daerah ydflJ sah sebagalmana dlmaksud pada
' ayat (1) huruf- c, terdiri dari jenis penddpatan
a. Hibah séjumlah Rp. 0,00
b, Dana daruraf'Sejumlah Rp. 0, 00
; _Dana Bagi Hasil Pajak. sejumlah Rp 0 UO

: Dana Penyesualan dan Otonoml Khusus sejumlah Rp. 0; ;00

P o o o

: sejumlah Rp. 34.000.000.000, 00 -

Pasal 3 -

(1) Belanja Daerah sebagalmana dllTldl\SUd pada pasal 1, terdiri darl
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.365. 409. 555 638,41
b Belanja Langsung sejumlah Rp. 2. 3/1 ”06 332. 784 03

(2) Belanja Tidak Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis belanja: '

a. Belanja pegawal sejumlah Rp 771 006 341 3/3 35

.- Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00 - .

.- Belanja SUbSIdI sejumlah Rp. 10. 568, J5O 677 00

. Belanja hlbah sejumlah Rp. 212. 580. 760.933,00

~ Belanja bantuan SOSlal sejumlah Rp 3 712 500.000,00 °
Belanja bagl hasil sejumlah Rp 0,00 :

‘Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 362. 929. 214 000,00

. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 4. 611.788. 655 ,06

(3) Belanja Langsung. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dan jenis belanja

::-lcp S0 o

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 165 095 921 300 00

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 860.840.463.147 g4
, c. Belanja modal sejumlah Rp 1 345.269. 948 336 29

Pasal 4

(1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud pada pasal 1 terdlrl dari:
A Penenmaan sejumlah Rp. 1.604.573.676.693 44

b Pengeluaran sejumlah Rp 324.874.288. 771,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dar '
- jenis pemblayaan :

~a. Sisa lLebih Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
“(SILPA) séjumlah Rp. 1.604. 573.676.693,44 - S

' b Pencan’an dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

c- Hasil Pe”]qmﬂﬂ hﬁhﬂyﬁﬂﬂ Ui@fgn Uﬂnﬂ f]lBlsaH(a‘n se]umlah Rp 0,00

o d. Penenmaan plnjan1an daerah sejumldh Rp 0, OO

‘Bantuan keuangan dari provmsn at_au darl pemerintah daerah lainnya



e. Penenmaan l\emball pembenan pln]aman sejumlah Rp. 0 00
o Penerlmaan plutang daerah sejumlah Rp 0 00

(3) Pengeluaran sebagalmana dlmaI\sud pada ayat (N huruf b, tendln darl '
Jems pemblayaan '

‘a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0, OO

b. penyertaan modal- (mvestaSI) pemerlntah» , daerah sejumlah
Rp. 320.000.000.000,00. - : v S :

‘C. pembayaran pokok utang sejumlah Rp 4. 874 288 771 OO R
d. pembenan pmjaman daerah sejumlah Rp. 0 OO e

Pasal 5

- Uraian  lebih lanjut Anggaran ; Pendapatan: dan Belanja  Daerah
. sebagalmana dlmaksud pada’ pasal 1, -tercantum  dalam Lamplran

- Peraturan Daerah ini, yang merupakan bag Jlan yang tldak terplsahkan darl
i »Peraturan Daerah ini, yang’ terdln dari:

‘1.-La_mp|ranlk; Rlngkasan APBD'

' 2. Lampifan H-- ngkasan APBD' menurut urusan pemerintahan 'daerah
o S ~ dan orgamsas1 SKPD

3. Lahﬁp’ifan n Rlngkasan APBD menurut urusan pemerlnlahan daerah
organlsaSI bl(PD pendapatan belanja dan pembiayaan;

: 14.> Lampirari IV Rekapltulasn belanja menurut urusan pemerintahan
o SR daerah orgamsasn SKPD program dan keglatan

['5:..'Lambiran.vi Rekapltula5| belanjd daenah ‘untuk keselarasan dan
EREE - keterpaduan urusan pemerinahan ‘daerah dan fungsi
dalam kerangl\a pengelolaan keuangan daerah

Lampiran VI‘ ' Daftarjumlah peJaweu per golongan dan per jabatan

‘Lampnran Vll Daftar plutang daerah

. ‘Lamplran VIII Daftar penyerlaan mudal (mvestasn) daerah

e o:, \,c)

i .fLampi_ran le‘ Daftar perklraan penambahan dan pengurangan aset
i e o tetap daerah

’j,1(‘)i.',_.Lampi'ran X kDaftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
5 T L lain- lain;

M. Lém'pifan Xl Daftar keglatan I\eglatdn tahun anggaran sebelumnya
S : yang belum dlselesalkan dan dlanggarkan kemball dalam
e tahun anggaran |n|

12. JLé'rripir:an X Daﬂar ddna cadangan daerah dan

: w.'bLamplran X Daﬂal plnjaman daerah dan obllgaS| daerah




Pasal 6

. pelaksanaan APBD..

Pasal 7

- Kabupaten Bengballs

-*'Dlundangkan di Bengkalls ﬁ e
87 Februar\ 20V

5 Qrng/ tASMARAN HASAN
SYREMBINA UTAMA MADYA
| ;;Nle"19550720 19800311008 -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

' Bupatl menetapkan Peraturan Daelah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan:. dap Belanja Daerah sebagal landasan’ operaSIonal

o Peraturan Daerah lnl rnulal belldku pada tangJaI dlundangkan

"-‘Agar setlap orcang mengetahumya “memerintahkan pengundangan
- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

@n di Bengkélis :
tahgyal -8 f&gruar 2017
Kadls |

fAN SALEH

BUPATEN BENGKALIS




